BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6868);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Sampang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Sampang.

Bupati adalah Bupati Sampang.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan wusaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan
pedalaman dan/ atau laut.

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan
untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan
pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/
atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.



9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

10. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk
sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu
secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur
standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (CAV)
dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA).

11. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak
kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua
karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan
penilaian.

12. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR
adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai
tanah dalam suatu zona nilai tanah.

13. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak
yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh
batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan
wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa
terikat pada batas blok.

14. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya
komponen utama, biaya komponen material, dan biaya
komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan
bangunan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah dalam

rangka memberikan informasi dan pedoman bagi:

a. Seluruh masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah; dan

b. Sebagai pedoman dan petunjuk terhadap pelaksanaan
Objek Penilaian PBB-P2.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini untuk terselenggaranya
pelaksanaan objek Penilaian PBB-P2 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan cara yang efektif,
mudah dan efisien.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

Penilaian PBB-P2
Penghitungan Penilaian PBB-P2

BAB III
PENILAIAN PBB-P2

Pasal 5

Objek PBB-P2 terdiri dari:

a. Objek Pajak Umum; dan

b. Objek Pajak Khusus.

Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi

umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu.

Jenis objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Objek pajak standar; dan

b. Objek pajak non standar

Objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tanah < 10.000 m2 (lebih kecil atau sama dengan
sepuluh meter persegi);

b. bangunan dengan jumlah lantai < 4 (lebih kecil atau
sama dengan empat) lantai; dan

c. . -luas bangunan < 1.000 m2 (lebih kecil atau sama
dengan seribu meter persegi)

Objek pajak non standar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, adalah objek pajak yang tidak memenuhi

kriteria objek pajak standar mencakup emplasemen yang

merupakan satu kesatuan atas objek pajak tersebut.

Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi

khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus,

seperti:

a. Galangan Kapal, Dermaga;

b. Tempat Rekreasi;

c. Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas,
Pipa Minyak;

d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan

e. Menara.

Pasal 6
Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat () ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2
NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat
dilakukan dengan metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

Pasal 7
NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibedakan menjadi:
a. NJOP Bumi
b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.
NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek
pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter
persegi.
NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan hasil konversi NIR per meter
persegi ke dalam klasterisasi NJOP Bumi.
NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dihitung melalui:
a. Penilaian Massal; atau
b. Penilaian Individual.

BAB IV
PENGHITUNGAN PENILAIAN PBB-P2

Pasal 8
NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total
luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per
meter persegi ke dalam klasterisasi NJOP.
NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dihitung baik
melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dihitung melalui
Penilaian Individual.
Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal
Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP
secara akurat.

Pasal 9

Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk
menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan membentuk NIR dalam
setiap ZNT.

NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar dan telah dilakukan penyesuaian.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 10
Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan
dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan
Bangunan.
Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
perumahan;
perkantoran;
pabrik;
toko / apotek/ pasar / ruko;
rumah sakit/klinik;
olahraga/rekreasi;
hotel/restoran/wisma;
bengkel/gudang/pertanian;
gedung pemerintah;
bangunan tidak kena pajak;
pompa bensin (kanopi);
tangki minyak; dan
m. gedung sekolah.
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Pasal 11
Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4)
dapat dilakukan dengan cara:
a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang
sejenis;
b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan
dikurangi dengan penyusutan; atau
c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari
pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi
dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerja sama
dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi
lain yang terkait.
Bupati dapat mendelagasikan atas penilaian individual
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPPKAD.

Pasal 12

Penilaian PBB-P2 dilakukan oleh Petugas yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Setiap Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
melaksanakan kegiatan penilaian Objek Pajak dalam
rangka penentuan besarnya NJOP merahasiakan segala
sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 13

Bupati menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap
3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayahnya.



Pasal 14
Standar Operasional Prosedur Penilaian Objek Pajak Bumi dan
Bangunan dalam rangka Pemeliharaan Basis Data besarnya
NJOP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

BUPATI SAMPANG

ttd
Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 10



